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TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANCUNAN' PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGCARA TIMUR

DEI{GAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR IYUSA TENGGARA TIMUR,

Menlmbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
telah ditetapkan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daeralt Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya, ketentuan
mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit keqja di
bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 25 Tahun 2019 telah ditetapkan Kedudukan,
Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Keqja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

bahwa sesuai evaluasi terbatas terhadap struktur dan
uraian tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, perlu dilakukan penataan kembali
kelembagaan sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana
dimaksud pada huruf c, perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Keq'a
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; f

c.

b.

d.

e.



Menglngat :

Menetapkan:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun l95g tentangPembentukan Daerah-_daerah Ti;gil I Bali, NusaTenggara Barat dan. wusa Tenggaia 
- 
Timur (l,embaranNegara Republik Indonesia fati" tgiA l,Io_or 115,Tambahan Lembaran Negara nepuUtit-inaonesia Nomor16491;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangPemerintahan D":14 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 2++, fambifran LembaranNegara Republik Indonesia_ Nomor SSAf 
".U"gaimanatelah diubah beberapa kali teraklir-;;;g". Undang_Undang Nomor 9 Tahun 2OlS tentan; [-*Uufr"r, f"arr.Atas Undang-Undang Nomor Z3 faiun 2014 tentangPemerintahan Dae^r1Jr (Lembaran f,f"gar. RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor Sg, Tambjian kmbaranNegara Republik Indonesia Nomor iOZSlr---

3. Peraturan Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9Tahun 2016 tentang pembentuGn dan SusunanPerangkat Daerah provinsi Nusa fenggara Timur(Lembaran Daerah hovinsi Nus" ,fe.rggarl" Timur Tahun2016 Nomor 009, Tambahan frmlarfi-naerah provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor O0g2) sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan p"."trr."r, DaerahProvinsi _Nusa Tenggara Timur N'omo r 2 Tahun 2O2ltentang Perubahan Kedua Atas peraturan Daerah provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan perangkat Daerah provinsi
Nusa Tenggara Timur (Iembaran D'aerah provinsi NusaTenggara Timur Tahu n 2O2l Nomor 002, Tambahan
Lembaran Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Nomororl7l;

MEMUTUSKAIT:

PERATURAIT GUBERITT'R TEIYTA.ITG I(EDUDT'KAIT,susultAN ORGAIUSASI, TUcAs DAry Flrrycsllpnra taraIGR^'A BADAJ{ PERTITCAIYAAIY PEilBA"IIGUIYAIY,
PENELITIAIV DAIT PENGEMBA.ITGAN DAERAII PROVIISI
I{USA TEN(X}ARA TIMUR.

BAB I
KETEI{TUAI{ UUT'Iu

Paral 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah provinsi Nusa
Timur.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam

3.
4.

sebagai

Tenggara

penyelenggaraan pemerintah an daerah. rllt



6. Badan Perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerahyang selanjutnya disebut Badan adalah gaJan pJrencanaan
Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah provinsi Nusa
Tenggara Timur.
Kepala Badan adalah Kepala Badan perencanaan pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah provinsi Nusa Tenggara fimui.
Tata Kerja adalah rang]<aian pekery'aan yang tersusun secara sistematrs,tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaan keg.a yang harus
$jtgmnuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah keauaukan yang menunjukkan
tugas, tanggungiawab, wewenang dan hak seorang pegawai ,reg"ri 

"ipitdalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkL pada
keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat uprD adalahUnit Pelaksana Teknis Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAA II
XTDT'DT'KAN

Pa:al 2
Badan merupakan unsur penunjang urus€rn pemerintahan bidangperencanaan dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidangpenelitian dan pengembangan ya.ng menjadi kewenangan Daerah.
Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melJui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUI{AN ORGAIYISASTI

Pasal 3
Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), terdiri atas :a. sekretariat, terdiri atas 3 (tiga) sub bagian :

l. sub bagian program, data dan evaluasi;
2. sub bagran keuangan; dan
3. sub bagran kepegawaian dan umum.

b. bidang sebanyak 5 (lima) bidang terdiri atas :

1. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah;

2. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
3. bidang perekonomian dan sumber daya alam;
4. bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
5. bidang penelitian dan pengembangan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
d. UPTD.
Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, terdiri atas :

a. sub bidang perencanaan dan pendanaan;
b. sub bidang data dan informasi; dan
c. sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud

7.

8.

9.

10.

(1)

(21

(1)

l2l

pada ayat ( I ) huruf b angka 2, terdiri atas :

a. sub bidang pemerintahan dan politik;
b. sub bidang pembangunan manusia; dan
c. sub bidang kesejahteraan sosial dan budaya. I

(3)



(4) Bidang perekonomian dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b angka 3, terdiri atas :

a. sub bidang perekonomian;
b. sub bidang sumber daya alam; dan
c. sub bidang pariwisata.

(5) Bidang infrastruktur dan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) hurufb angka 4, terdiri atas :

a. sub bidang infrastruktur;
b. sub bidang kewilayahan; dan
c. sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup.

(6) Bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) hurufb angka 5, terdiri atas :

a. sub bidang sosial dan pemerintahan;
b. sub bidang ekonomi dan pembangunan; dan
c. sub bidang inovasi dan teknologi.

(71 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh
sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan.

(8) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan.

(9) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka I sampai
dengan angka 3, dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

(10) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6),
dipimpin oleh kepala sub bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Pasal 4
(1) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam L,ampiran dan merupakan
bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(21 Ketentuan mengenai uraian tugas masing-masing jabatan pada Badan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
rUGAS DAI I"UITGSI

Pasal 5

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas
membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Da-lam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan
menyelenggarakan fungsr :

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencana€rn pembangunan,
penelitian dan pengembangan Daerah;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan Daerah; !

(1)

(21



d.

e.

pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan Daerah di bidang perenc€rnaan pembangunan, penelitian
dan pengembangan Daerah;
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

BAB V
JABATAIT FT'NGSIONAL

Pe:al 6

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan
dalam Pasal 3 ayat (l) huruf c, mempunyai
tugas Badan sesuai keahlian dan kebutuhan.

Badan sebagaimana dimaksud
tugas melaksanakan sebagian

Paral 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(21 Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Gubernur atas
usul Kepala Badan.

(3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BA'B VI
I'PTD

Pa:al 8

Pada Badan dapat dibentuk UPTD tertentu untuk melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai
wilayah ke4'a mencakup satu atau beberapa kabupaten / kota.

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari
Badan yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan
organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
TATA KER,.'A

Paral 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan
sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-
masing.!

(1)

{2\

(3)



Paral 1O

(1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam
melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

l2l Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), berkewajiban
memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan
dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam
lingkungan ke{anya.

Paral 11

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila teq'adi penyimpangan agar mengambil
langkahJangkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAS VIII
.,ABATAN DAIT IIEPEGAWAIAIT

Parel 12

(1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan
struktural eselon II.a.

(21 Sekretaris dan kepala bidang pada Badan merupakan Jabatan
administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

(3) Kepala sub bagian dan kepala sub bidang pada Badan merupakan jabatan
pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB IX
PEI|GAI{GI(ATA,IT DAIT PEMBERHEI|TIAN

Puel 13

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Sekretaris, kepala bidang, kepala sub bidang, kepala sub bagian pada
Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KEf, ENTT'AI{ PERALIIIAIT

Paral 14

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru
berdasarkan Peraturan Gubernur ini. Q



BAB XI
I(Ef,EI|TUAI{ PEIYUTT'P

Paral 15

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Ke{a Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 25)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Paral 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal l\.1 JANUnILI 2021 I

I cueenruun NUS1 TENGGARA rrMuyf
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[vrrron BINcTILU LrrrsKoDAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal lr'1 l4NUDtLl 2O2l

SEKRETARIS DAERAH

*"
A

ROVTNST Nr{iA TENGCARA TTMUR,E/

\pxE S POLO MAII{G

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2O2I NOMOR @V



T,AMPIRAN :] PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : q TAHUN 2021
TANGGAL: lLt JDNUhpl 10Ll

: BAGAN STRUKTT'R ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGI'NAN,

PEI{ELITIAN DAN PENGEMBANGAI{ DAERAH
PROVINSI NUSA TEI{GGARA TI![I'RKEPALA

SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN

UMUM

SUB BAGIAN
PROGRAM, DATA DAN

EVALUASI

BIDANG
PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM

BIDANG
INFRASTRUKTUR

DAN KEWIT,AYAI{AN

BIDANG
PERENCANAAN ,

PENGENDAI-IAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN

DAERAH

BIDANG
PEMERINTAHAN DAN

PEMBANGUNAN
MANUSIA

BIDANG
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

SUB BIDANG
INFRASTRUKTUR

SUB BIDANG
SOSIAL DAN

PEMERINTAHAN

SUB BIDANG
PEMERINTAHAN DAN

POLITIK

SUB BIDANG
PEREKONOMIAN

SUB BIDANG
PERENCANAAN DAN

PENDANAAN

SUB BIDANG
EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

SUB BIDANG
DATA DAN

INFORMAST

SUB BIDANG
SUMBER DAYA

AI"{M

SUB BIDANG
KEWITAYAHAN

SUB BIDANG
PEMBANGUNAN

MANUSIA

SUB BIDANG
INOVASI DAN
TEKNOI,OGI

SUB BIDANG
PARIWISATA

SUB BIDANG
TATA RUANG DAN

LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG
PENGENDALIAN,
EVALUASI DAN

PEI.APORAN

SUB BIDANG
KESR'AHTERAAN

SOSIAL DAN BUDAYA
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